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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan
sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi ini dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa
konsumen di luar pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan
khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen dan Jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001
Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen. Diantaranya melaksanakan penanganan dan penyelesaian
sengketa konsumen dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase.
Memberikan konsultasi perlindungan konsumen dan serta melakukan
pengawasan pencantuman klausula baku.

2. Secara umum peran serta kewenangan dari Badan Peyelesain Sengketa
Konsumen sangat luas, termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Mataram, dimana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 52
UUPK jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen. Diataranya menyelesaikan sengketa konsumen memberikan
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konsultasi perlindungan konsumen serta pengawasan pencantuman
klausula baku.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kedepannya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota
Mataram dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewenangan itu, yaitu
pengawasan pencantuman klausula baku, karena dimana pengawasan
tersebut dapat membantu.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram pada masa yang
akan datang dapat memprogramkan atau menjadwalkan publikasi dan
sosialisasi tentang Perlindungan Konsumen dan keberadaan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram. Publikasi dapat
dilakukan melalui berbagai media informasi seperti media cetak ataupun
media elektronik. Sedangkan sosialisasi kiranya dapat dilakukan sampai
pada tingkat kelurahan dengan harapan masyarakat dapat memahami dan
sadar akan kewajiban dan haknya sebagai konsumen serta paham tentang
wadah tempat mereka menyelesaikan sengketa jika terjadi sengketa antara
konsumen dengan pelaku usaha atau penyedia jasa.

3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram agar melakukan
komunikasi yang lebih intensif dengan Lembaga Penegak hukum lainnya.
Hal ini dimaksudkan kiranya Lembaga Penegak Hukum lainnya dapat
lebih memahami lebih dalam lagi tentang keberadaan dan kewenangan

Bada Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Mataram.
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